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ABSTRAK 

Fenomena bullying di lingkungan pendidikan maupun media sosial 

mengalami peningkatan signifikan dan berdampak serius terhadap kondisi 

psikologis remaja, salah satunya memicu munculnya suicidal ideation (ide bunuh 

diri). Maraknya kasus perundungan yang berujung pada kematian menunjukkan 

bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan 

efektif. Padahal, bullying merupakan salah satu bentuk tindak pidana kekerasan 

yang seharusnya dapat ditangani secara preventif dan represif melalui kebijakan 

hukum pidana yang memadai. Permasalahan ini menjadi lebih kompleks ketika 

dihadapkan pada minimnya kesadaran hukum, lemahnya sistem pelaporan, serta 

kurangnya akses terhadap layanan kesehatan mental. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan sifat 

deskriptif-analitik. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara terhadap 

pihak-pihak yang berwenang dan relevan, termasuk Satgas PPKS dari tiga 

universitas di Yogyakarta (UPN Veteran, UNY, dan UIN Sunan Kalijaga), aparat 

penegak hukum, serta lembaga perlindungan. Penelitian ini dianalisis dengan 

menggunakan teori kebijakan hukum pidana serta teori viktimologi victim 

precipitation untuk memahami dinamika viktimisasi dalam kasus bullying yang 

berujung pada suicidal ideation. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana terkait 

bullying dan suicidal ideation pada remaja masih terbatas pada penindakan setelah 

kejadian, belum mencakup upaya pencegahan yang menyeluruh dan perlindungan 

berkelanjutan terhadap korban. Hambatan utama terletak pada pembuktian unsur 

pidana, tidak adanya norma khusus mengenai bullying di KUHP, serta keterbatasan 

sarana pendukung seperti pendampingan psikologis dan perlindungan hukum yang 

layak. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana dengan 

pendekatan preventif dan represif yang berbasis pada kebutuhan korban remaja, 

agar mampu memberikan perlindungan menyeluruh terhadap dampak psikologis 

akibat bullying, baik di dunia nyata maupun digital. 

 

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Suicidal ideation, Bullying remaja 
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ABSTRACT 

Bullying, both in educational settings and on social media, has increased 

significantly and poses a serious threat to the psychological well-being of 

adolescents, often triggering suicidal ideation. The growing number of bullying 

cases resulting in death indicates that existing regulations have not been fully 

effective in providing protection. In fact, bullying, as a form of criminal violence, 

should be addressed through preventive and repressive efforts under adequate 

criminal law policy. The complexity of this issue is further heightened by limited 

legal awareness, weak reporting systems, and restricted access to mental health 

services. 

This research applies a juridical-empirical approach with a descriptive-

analytical nature. Data were obtained through literature studies and interviews with 

authorized and relevant parties, including sexual violence prevention task forces 

(Satgas PPKS) from three universities in Yogyakarta (UPN Veteran, UNY, and 

UIN Sunan Kalijaga), law enforcement officers, and child and youth protection 

agencies. The analysis uses criminal law policy theory and victim precipitation 

theory to explore the victimization dynamics in bullying cases that lead to suicidal 

ideation. 

The research findings reveal that criminal law policies regarding bullying 

and suicidal ideation in adolescents are still limited to post-incident actions and 

have not yet included comprehensive preventive measures or sustained victim 

protection. Major obstacles include challenges in proving criminal elements, the 

absence of specific provisions on bullying in the Penal Code, and inadequate 

support systems such as psychological assistance and legal protection. Therefore, a 

reformulation of criminal law policy is needed with preventive and repressive 

approaches based on the needs of adolescent victims to ensure comprehensive 

protection against the psychological impacts of bullying, both offline and online. 

 

Keywords: Criminal Law Policy, Suicidal Ideation, Adolescent Bullying 
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MOTTO 

Jika jalannya terlalu mudah mungkin berada di jalan yang 

salah 

BIARKAN DIA MELIHAT PENILAIANNYA, BIARKAN HATINYA MENJADI 

TENANG – HAMMURABI 

KEBAHAGIAAN DIRASAKAN OLEH ORANG YANG BISA MERASA PUAS 

PADA DIRINYA – ARISTOTELES 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, dimana setiap warga 

negaranya diwajibkan untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku. 

Hukum dan peraturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa semua warga 

negara harus mematuhi hukum. Jika ada warga negara yang melanggar 

hukum atau aturan tersebut, maka mereka akan dikenai sanksi sesuai 

dengan pelanggarannya. 

Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, orang-orang 

dari berbagai latar belakang menjadi lebih mudah untuk berkarya tanpa 

batasan, tanpa memandang jenis kelamin, usia, pekerjaan, agama, suku, ras, 

dan budaya. Namun kemudahan ini juga dapat memberikan kesempatan 

bagi seseorang atau sekelompok orang untuk menyalahgunakan kebebasan 

tersebut, seperti melakukan provokasi, merusak nama baik, atau 

menyebarkan kebencian. Untuk mencegah tindakan negatif seperti ini, 

penggunaan teknologi perlu dibatasi. 

Salah satu contoh tindakan negatif yang marak terjadi adalah 

bullying, terutama di platform media sosial, yang dapat berujung pada 

tindakan bullying di dunia nyata dan bahkan berefek ke psikologinya. 

Meskipun dianggap sebagai hal biasa dikalangan remaja umur 14-21 
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tahun1, tindakan bullying memiliki dampak serius terhadap kesehatan dan 

perkembangan jiwa.2 Bullying (perundungan) merupakan masalah serius 

yang di alami oleh banyak remaja di belahan dunia tak terkecuali di 

Indonesia, sehingga menjadi salah satu permasalahan yang harus 

diperhatikan lebih.  

Menurut Pace, Lynm, & Glass mengatakan bahwa bullying dapat 

menimbulkan dampak yang melekat bagi kehidupan korban bullying. 

Tindakan bullying bisa terjadi dalam bentuk fisik, verbal atau pun cyber 

dan dari ketiga bentuk bullying tersebut dapat menyebabkan dampak secara 

fisik, psikologis dan sosial baik untuk korban atau pelaku yang 

bersangkutan, termasuk suicidal ideation atau ide bunuh diri. Dampak fisik 

yang dialami oleh korban bullying adalah munculnya gangguan kesehatan 

fisik seperti sakit kepala, sakit perut dan ketegangan dalam otot. Sedangkan 

dampak secara mental yang bisa terjadi pada korban bullying adalah 

depresi, kegelisahan, kesepian, harga diri rendah dan bahkan yang paling 

beresiko adalah memicu untuk bunuh diri.3 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa 

dari Januari hingga Agustus 2023, terdapat 2.355 kasus pelanggaran 

terhadap perlindungan anak.4 Dari jumlah tersebut, 861 kasus terjadi di 

                                                   
1 Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan, Psikologi Perkembangan, Prenada Media, 

Jakarta, hlm. 220. 
2 P. R. Fiqih, A. M. Widodo dan A. M. Firdaus, Dampak Cyber Bullying di Sosial Media 

pada Kesehatan Mental Remaja, Jurnal RASI 3, no. 2 (2024): 38–49. 
3 Dina Dwiyanti dkk, Bullying: Masalah yang Berdampak Terhadap “Suicide Ideation”. 

Prosiding Seminar Nasional UNIMUS. Bullying: Problems Affecting “Suicide Ideation” : , 2022, 

1-2 
4 Regi Pratasyah Vasudewa dan Reni Setuningsih.Kompas.Com (2023, Oktober 10). 
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lingkungan satuan pendidikan. Rinciannya adalah, terdapat 487 kasus 

kekerasan seksual, 236 kasus kekerasan fisik dan psikis, 87 kasus bullying, 

27 kasus pemenuhan fasilitas pendidikan, dan 24 kasus kebijakan.  

Fenomena bullying ini sudah menyebar ke masyarakat apalagi di 

institusi pendidikan baik dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi, 

banyak dari korban mengalami depresi bahkan sampai ada fikiran untuk 

bunuh diri sehingga lama kelamaan fikirin bunuh diri itu jadi kenyataan dan 

meregang nyawa korban karena bullying yang terus-menerus di terima oleh 

korban. Salah satu fenomena perundungan yang sampai membahayakan 

nyawa korban yaitu berdasarkan data kasus dari DP3AP2 (Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian 

Penduduk) Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa Berdasarkan wawancara 

dengan DP3AP2 DIY, terdapat kasus seorang perempuan berusia 19 tahun 

yang mengalami kekerasan psikis dan bullying sejak SMA (Sekolah 

Menengah Atas) hingga kuliah, termasuk penyebaran foto pribadi oleh 

pacarnya. Korban sempat melakukan percobaan bunuh diri akibat tekanan 

tersebut, namun memilih tidak menempuh jalur hukum. DP3AP2 DIY fokus 

pada pemulihan mental korban.5  

Di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) berdasarkan keterangan 

dari Ketua Satgas PPKPT UNY, pernah terjadi kasus cyberbullying yang 

                                                   
KPAI Sebut Ada 2.355 Kasus Pelanggaran Perlindungan Anak Selama 2023, 861 di Lingkungan 

Pendidikan 

 
5 Wawancara dengan I selaku Pegawai Bidang Pemenuhan Hak Anak dan A selaku 

Pegawai Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak (P3KA) DP3AP2 DIY, 

pada tanggal 21 Januari 2025. 
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menyebabkan korban mencoba untuk bunuh diri dan kasus ini berhasil 

diproses hingga pengadilan, di mana pelaku dijatuhi pidana penjara selama 

satu tahun. Hal ini mencerminkan komitmen UNY dalam menangani 

kekerasan berbasis daring.6 Sementara itu, di UPN Veteran Yogyakarta, 

berdasarkan keterangan Ketua Satgas PPKPT, dalam dua tahun terakhir 

terdapat beberapa kasus kekerasan disertai unsur bullying yang 

menyebabkan korban mengalami depresi berat, bahkan hingga 

mengungkapkan keinginan untuk bunuh diri akibat tekanan psikis di 

lingkungan kampus.7 

Dalam salah satu putusan yang ditangani oleh aparat penegak hukum 

di Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2024 yaitu pada Putusan Perkara No. 

4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk, seorang pelajar laki-laki berusia 18 tahun 

bersama teman-temannya terbukti melakukan tindakan bullying terhadap 

seorang remaja lain yang dituduh mencuri handphone. Aksi bullying ini 

dilakukan secara beramai-ramai, disertai pemukulan menggunakan alat 

keras dan penyundutan api rokok, yang menyebabkan korban mengalami 

luka fisik cukup serius, perbuatan pelaku memenuhi unsur pidana 

sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP. Dalam perkara lain yaitu 

Putusan Perkara No. 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk, dua pelajar SMP di 

Yogyakarta melakukan tindakan bullying terhadap seorang siswa dari 

sekolah lain dengan memukul wajah korban menggunakan ikat pinggang 

                                                   
6 Wawancara dengan AP, selaku Ketua Satgas PPKS/PPKPT Universitas Negeri 

Yogyakarta pada tanggal 20 Januari 2025 
7 Wawancara dengan ID, selaku Ketua Satgas PPKS UPN Veteran Yogyakarta, pada 

tanggal 12 Februari 2025 
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berkepala besi. Aksi tersebut terjadi secara tiba-tiba tanpa provokasi dan 

mengakibatkan korban mengalami luka berat, termasuk gangguan 

penglihatan permanen. Bullying yang dilakukan ini dinilai telah memenuhi 

unsur tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan 

KUHP.8  

Dalam peraturan hukum di Indonesia bullying belum memiliki 

regulasi khusus yang mengaturnya karena cakupannya yang luas. Namun, 

jika dilihat dari subtansi perbuatan tersebut, unsur- unsur tindak pidana 

bullying dapat dijerat dengan Pasal-Pasal yang telah disebutkan dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 170 ayat (1) 

dan (2) Pasal 310 mengenai penghinaan, Pasal 315 mengenai pencemaran 

nama baik, Pasal 351 mengenai penganiayaan, dan Pasal 368 mengenai 

pemerasan dan pengancaman. Untuk pelaku dibawah umur, tindak pidana 

bullying dapat dijerat dengan dasar hukum yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang 

No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, termasuk Pasal-Pasal 

seperti, Pasal 76 C, dan 80.9  

Selain itu, bullying tidak terbatas pada tindakan langsung atau 

verbal, tetapi juga bisa terjadi melalui media elektronik seperti jejaring 

sosial. Tindakan bullying di media sosial dapat dikenai sanksi berdasarkan 

                                                   
8 Wawancara dengan R sebagai Penyidik Anak di Unit PPA Polrestabes Yogyakarta, pada 

tanggal 25 Februari 2025. 
9 UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak, (Jakarta: 2014) 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan Transaksi 

Elektronik, khususnya Pasal 27 B dan Pasal 29 jo Pasal 45 B.10 

Berbicara terkait bunuh diri, Bunuh diri secara sederhana dapat 

dijelaskan sebegai tindakan mengakhiri kehidupan seseorang dan menurut 

WHO, negara Indonesia memiliki kelompok usia 15-29 tahun memiliki 

tingkat bunuh diri lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok 30-49 

tahun. Secara umum, bunuh diri dalam Pasal 345 KUHP Indonesia terkait 

bunuh diri memang tidak diatur sebagai tindakan pidana. Pasal tersebut 

menyatakan bahwa “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas 

permintaan orang yang bersangkutan, dihukum dihukum karena membantu 

bunuh diri dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”. Ini menunjukan 

bahwa dalam hukum pidana Indonesia, yang dihukum adalah orang yang 

membantu seseorang untuk melakukan bunuh diri, bukan orang yang 

bunuh diri itu sendiri. 

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena bullying atau 

perundungan di kalangan remaja Indonesia menunjukkan tren yang 

meningkat dan memprihatinkan. Bullying tidak lagi dapat dipahami semata 

sebagai bentuk kekerasan sosial antarindividu, melainkan telah 

berkembang menjadi faktor pemicu gangguan psikologis yang serius. 

Salah satu dampak psikologis yang paling mengkhawatirkan dari bullying 

adalah munculnya ide bunuh diri pada korban, yakni suatu fase di mana 

individu mulai memikirkan atau merencanakan untuk mengakhiri 

                                                   
10 UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, (Jakarta: 2016) 
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hidupnya sebagai bentuk pelarian dari tekanan psikososial yang tidak 

tertangani. Remaja sebagai kelompok usia yang secara psikologis masih 

berada dalam tahap pencarian jati diri, sangat rentan mengalami 

disorientasi emosional akibat perlakuan bullying. Ketika tekanan yang 

dihadapi dianggap melebihi kapasitas individu untuk mengatasinya, maka 

muncul risiko depresi, kecemasan, kehilangan harga diri, hingga dorongan 

untuk menyakiti diri sendiri. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI), pada periode Januari hingga November tahun 2023 

tercatat sebanyak 37 anak mengakhiri hidupnya. Kasus-kasus tersebut 

umumnya terjadi pada kelompok usia transisi pendidikan, seperti dari 

tingkat sekolah dasar ke sekolah menengah pertama, atau dari sekolah 

menengah pertama ke sekolah menengah atas. 

Data ini turut memperkuat temuan bahwa bunuh diri telah menjadi 

penyebab kematian ketiga terbesar di kalangan anak dan remaja di 

Indonesia, setelah kecelakaan lalu lintas dan penyakit. Di sisi lain, 

peningkatan kasus bullying secara nasional juga tercermin dari laporan 

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang mencatat lonjakan jumlah 

kasus, dari 119 kasus pada tahun 2020 menjadi 241 kasus pada tahun 2023. 

Peningkatan tersebut tidak hanya mencerminkan kegagalan sistem 

perlindungan anak di lingkungan pendidikan, tetapi juga menandakan 

urgensi pendekatan yang lebih komprehensif dalam merespons dampak 

psikologis akibat bullying.11  

                                                   
11 Nurul Karisma, Aida Rofiah, Siti Nur Afifah, dan Yuni Mariani Manik. Kesehatan 

Mental Remaja dan Tren Bunuh Diri: Peran Masyarakat Mengatasi Kasus Bullying di Indonesia. 
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Dapat disimpulkan bahwa mayoritas bunuh diri dilakukan oleh 

remaja. Menurut River & Duncan studi longitudinal menunjukan bahwa 

anak-anak yang memasuki masa remaja secara emosional lebih rentan 

terhadap perilaku bullying.12 Hal ini menggambarkan masa remaja sebagai 

periode “storm & stress” dimana individu mengalami tekanan emosional, 

konflik, dan permasalahan.13 Isu bullying merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari dinamika kehidupan remaja yang sering menjadi 

perbincangan utama dalam lingkup global. Menurut UNICEF (The United 

Nations Children’s Fund), bullying merupakan faktor utama yang 

mendorong anak-anak dan remaja untuk mencari bantuan melalui Child 

Helpline pada Tahun 2023.14 

Meskipun ada korelasi yang jelas antara bullying dan perilaku 

bunuh diri, belum ada penelitian yang mampu menegaskan apakah bullying 

merupakan penyebab langsung dari bunuh diri atau apakah individu dengan 

kecenderungan bunuh diri lebih rentan menjadi target pelaku bullying.15 

Namun, menurut Schott & Sondergaard, terdapat hubungan yang kuat 

antara intensitas dan frekuensi bullying dengan kejadian bunuh diri,16Elame 

                                                   
Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol. 3 No. 3, 2023, hlm. 560–567. DOI: 

10.47709/educendikia.v3i03.3439  
12 Rivers, I., & Duncan, N. (Eds), Bullying : Experiences and discourses of sexuality and 

gender (1st ed.), (New York: Routledge, 2013). https://doi.org/10.4324/9780203076774  
13 Casey, B dkk, “Beyond Simple Models of Adolescence to an Integrated Circuit-Based 

Account: A commentary,” ELSEVIER: Developmental Cognitive Neuroscience, 17, 2015, 128-

130. https://doi.org/10.1016/j.dcn.2015.12.006 
14 UNICEF, School Violence and Bullying: Global Status Report, (France, 2024), Diambil 

kembali dari http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002469/246970e.pdf 
15 Perdew, L, Bullying, (Minnesota: Abdo, 2015). 
16 Schott, R. M., & Søndergaard, D. M, School Bullying : New Theories in Context, (New 

York: Cambridge University Press, 2014). https://doi.org/10/10.1017/CBO9781139226707  

https://doi.org/10.4324/9780203076774
https://doi.org/10.1016/j.dcn.2015.12.006
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002469/246970e.pdf
https://doi.org/10/10.1017/CBO9781139226707
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mengindikasikan bahwa dalam beberapa kasus bullying, korban mungkin 

juga melakukan tindakan melukai diri sendiri dan mengalami penurunan 

harga diri, yang kemudian dapat berkembang menjadi depresi dan pada 

akhirnya mengarah pada bunuh diri.17 

Di Indonesia, meskipun bunuh diri tidak dianggap sebagai tindakan 

kriminal dan individu yang berusaha bunuh diri tidak dianggap sebagai 

tindakan kriminal, serta individu yang berusaha bunuh diri tidak dapat 

memanfaatkan asuransi kesehatan nasional (BPJS), yang merupakan 

sandaran hidup bagi 225 juta orang, karena dianggap sebagai pilihan 

individu yang membebani masyarakat dan diri sendiri. Dokter sering 

menghapus catatan tentang niat bunuh diri agar pasien dapat memenuhi 

syarat untuk mendapatkan asuransi kesehatan universal, walaupun ini dapat 

melemahkan pemantauan berbasis rekam medis.18 

Kurangnya kesinambungan, koordinasi, dan adaptasi dalam 

sebagian besar upaya pencegahan bunuh diri disertai dengan keterbatasan 

pendanaan yang konsisten, menyebabkan layanan bantuan krisis atau 

layanan konsultasi darurat terkait bunuh diri tidak dapat beroperasi secara 

berkelanjutan. Penelitian tentang topik ini masih jarang, dan tinjauan 

literatur lokal yang ada merupakan tantangan karena jumlah lokal tidak 

terindeks dengan baik dalam database. Pengetahuan penting yang berkaitan 

                                                   
17 Elamé, Esoh. Discriminatory Bullying : A New Intercultural Challenge,Verlag, (Italia: 

Springer, 2014). 10.1007/978-88-470-5235-2. 
18 Sanderson Onie & dkk, “Indonesian first national suicide prevention strategy: key 

findings from the qualitative situational analysis,” The Lancet Regional Health-Southeast Asia, 

Vol. 16, 2023, halaman 1-2. 
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dengan konteks sering kali tidak tersedia. Akses terhadap bantuan klinis 

juga sering kali terbatas, dengan jumlah psikolog dan psikiater yang terlatih 

dalam pencegahan bunuh diri sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah 

penduduk yang besar dan banyak orang tidak mampu membayar biaya 

terapi yang diperlukan. 

Dalam menghadapi kompleksitas masalah bullying yang 

berpengaruh pada ide bunuh diri dikalangan remaja, penting bagi penelitian 

ini untuk mengevaluasi kebijakan pidana yang ada. Hal ini mencakup 

peninjauan terhadap efektivitas hukuman yang diberikan kepada pelaku 

bullying, evaluasi program pencegahan bullying di sekolah maupun diluar 

sekolah, dan langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam 

menyediakan layanan dukungan mental bagi remaja yang rentan. Analisis 

kebijakan pidana juga harus mempertimbangkan dampak hukum bagi 

pelaku bullying serta upaya perlindungan dan pemulihan bagi korban, 

termasuk akses yang memadai terhadap layanan kesehatan mental dan 

dukungan psikososial. 

Berdasarkan uraian problematika hukum di atas, penulis tertarik 

untuk meneliti dan melakukan kajian mendalam tentang “KEBIJAKAN 

HUKUM PIDANA TERHADAP SUICIDAL IDEATION (IDE 

BUNUH DIRI) PADA REMAJA AKIBAT BULLYING” 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas penulis adalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana untuk korban perundungan di 

sekolah dan media sosial? 

2. Apa saja hambatan dalam kebijakan hukum pidana terkait korban 

perundungan di sekolah dan media sosial? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai dari penulisan penelitian ini, 

yaitu: 

a. Untuk menilai menganalisis dan menjelaskan bentuk kebijakan 

hukum pidana yang diterapkan dalam memberikan perlindungan 

terhadap korban perundungan di lingkungan pendidikan dan media 

sosial. 

b. Untuk mengidentifikasi dan menguraikan berbagai hambatan yang 

dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidana terhadap korban 

perundungan di lingkungan pendidikan dan media sosial.  

Adapun Manfaat dari Penelitian ini yaitu : 

1. Bagi Pembuat Kebijakan  

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang berbasis hasil analisis 

terhadap kondisi faktual dan yuridis mengenai kebijakan hukum pidana 

dalam menangani kasus perundungan di lingkungan pendidikan dan 

media sosial. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu 



 

12 

 

 

menjadi rekomendasi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif 

untuk memberikan perlindungan kepada korban, serta memperkuat 

regulasi dan strategi pencegahan perundungan secara menyeluruh. 

2. Bagi Praktisi Hukum  

Penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai 

kendala-kendala dalam implementasi kebijakan hukum pidana terkait 

kasus perundungan, baik secara substansi, struktur, maupun budaya 

hukum. Dengan informasi ini, aparat penegak hukum seperti hakim, 

jaksa, penyidik, serta advokat dapat meningkatkan pemahaman dan 

sensitivitas dalam menangani kasus perundungan, khususnya yang 

terjadi di kalangan pelajar dan di ruang digital. 

3. Bagi Masyarakat Umum  

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat 

terhadap bentuk-bentuk perundungan dan konsekuensi hukumnya, baik 

secara psikologis maupun yuridis. Penelitian ini juga dapat mendorong 

partisipasi masyarakat dalam mencegah dan melaporkan tindakan 

perundungan, serta membentuk lingkungan sosial yang lebih aman dan 

suportif bagi korban.   

4. Bagi Peneliti dan Akademisi  

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu 

pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya dalam kajian 

mengenai kebijakan pidana, viktimologi, dan perlindungan terhadap 

korban kejahatan non-konvensional seperti perundungan di era digital. 
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Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan dan pijakan awal 

bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam, baik secara teoritis 

maupun empiris. . 

D. Telaah Pustaka 

Berdasarkan penelusuran yang sudah dilakukan, penulis menemukan 

beberapa referensi literatur sebelumnya yang berkaitan dengan objek 

kajian yang akan dibahas oleh penulis, diantaranya: 

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Achmad Junicko Nugraha dari 

Universitas Lampung Tahun 2023 dengan judul Upaya Kepolisian Dalam 

Penyidikan Kasus Bullying Oleh Sesama Anak yang Menyebabkan 

Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Polsek Way Bungur Lampung 

Timur). Dalam skripsi tersebut membahas tentang upaya kepolisian dalam 

penyidikan kasus bullying yang menyebabkan korban meninggal dunia. 

Penulis menyimpulkan bahwa penyidik memiliki kewenangan untuk 

menghentikan penyidikan jika alat bukti permulaan yang cukup tidak 

tersedia. Faktor penghambat dalam penyidikan termasuk ketidakjelasan 

keterangan dari tersangka dan saksi, yang membuat proses penyidikan 

terhambat. Dalam kasus tersebut, kurangnya bukti yang memadai 

menyebabkan penyidikan dihentikan. Perbedaan dengan Penulisan skripsi 

ini yaitu lebih umum dalam mengevaluasi berbagai aspek program 

pencegahan dan kebijakan pidana terkait bullying dan suicidal ideation 

pada remaja.19 

                                                   
19 Achmad Junicko Nugraha, Upaya Kepolisian dalam Penyidikan Kasus Bullying oleh 
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Kedua, Skripsi ini ditulis oleh Yuliana Putri dari Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang Tahun 2023 dengan judul Kebijakan Perlindungan 

Hukum Pidana Terhadap Anak yang di Bullying dalam KUHP Baru. Dalam 

skripsi tersebut membahas perlindungan hukum bagi korban bullying anak-

anak dan mengevaluasi tindakan pemerintah dalam memberikan 

kompensasi kepada mereka berdasarkan hukum ideal di Indonesia. 

Penelitian ini menjadi referensi untuk mengembangkan penelitian skripsi ini 

dan mengetahui apa saja langkah pemerintah untuk mengefektifkan 

program-programnya khususnya dalam kebijakan pidana.20 

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Andi Saputra Sitompul dari 

Universitas Sriwijaya Tahun 2021 dengan judul Perlindungan Hukum 

Terhadap Siswa Sebagai Korban Verbal Bullying di Lingkungan Sekolah 

Menengah Atas. Mengenai Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Andi 

Saputra Sitompul dengan penelitian yang penulis teliti ialah skripsi Andi 

Saputra Sitompul mengkhususkan diri pada verbal bullying di lingkungan 

sekolah menengah atas. Skripsi Andi Saputra Sitompul mengeksplorasi 

bagaimana hukum melindungi korban dan faktor-faktor yang 

menghambat perlindungan efektif. Skripsi ini juga mencari cara untuk 

mencegah terjadinya bullying. Penelitian ini mendalami tentang 

perlindungan hukum yang ada dan berusaha mengidentifikasi kelemahan 

                                                   
Sesama Anak yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Polsek Way Bungur 

Lampung Timur), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung (2023) 
20 Yuliana Putri Dharmayanti, Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak 

yang di Bullying dalam KUHP Baru, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

(UNISSULA), Semarang (2023) 
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dalam sistem yang bisa diperbaiki untuk mengurangi kasus bullying.21 

Di sisi lain, penelitian yang penulis teliti membahas masalah yang 

lebih luas yaitu bullying di berbagai platform, termasuk media sosial, dan 

dampaknya terhadap ide bunuh diri di kalangan remaja. Penelitian penulis 

tidak hanya berfokus pada perlindungan hukum tapi juga pada efektivitas 

kebijakan hukum pidana terhadap perilaku bullying. Penelitian penulis 

secara khusus menilai dampak dari program pencegahan yang sudah ada 

dan mengeksplorasi langkah-langkah baru untuk melindungi remaja dari 

bullying dan efek negatifnya, termasuk ide bunuh diri. 

Meskipun keduanya beroperasi dalam kerangka hukum yang 

sama di indonesia dan mendiskusikan isu yang serupa, namun kedalaman 

dan cakupan penelitiannya berbeda. Skripsi Andi Saputra Sitompul lebih 

fokus pada konteks sekolah dan perlindungan hukum yang lebih spesifik, 

sedangkan penelitian penulis mengambil pendekatan yang lebih luas, tidak 

hanya menilai hukum tetapi juga kebijakan dan intervensi sosial untuk 

mengatasi masalah bullying dan dampak psikologisnya. 

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Zeni Riana Febyani dari 

Universitas Jambi Tahun 2023 dengan judul Kebijakan Hukum Pidana 

Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perundungan Dengan Pelaku 

Anak Terhadap Anak. Terkait penelitian yang penulis teliti dengan skripsi 

yang ditulis oleh Zeni Riana Febyani mempunyai konteks yang sama yaitu 

                                                   
21 Andi Saputra Sitompul, Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Sebagai Korban Verbal 

Bullying di Lingkungan Sekolah Menengah Atas, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 

Palembang (2021) 
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hukum dan perlindungan hukum terhadap anak dan remaja di Indonesia, 

namun dalam pendekatan dan tujuan penelitiannya berbeda, yakni: Skripsi 

Zeni Riana Febyani menggali masalah bullying yang terjadi secara fisik 

dan verbal di lingkungan sekolah, dengan penekanan pada kasus-kasus 

spesifik dan penggunaan undang-undang yang ada untuk mengatasi 

masalah ini. Penelitian ini cenderung melihat bagaimana pelaku, yang 

masih merupakan anak- anak, dihadapi dalam sistem hukum Indonesia, 

dengan fokus khusus pada penanganan hukum dan keadilan restoratif, 

yang menekankan pemulihan daripada hukuman. Penelitian ini berusaha 

memahami cara kerja sistem hukum saat menangani kasus-kasus bullying 

di kalangan anak-anak dan remaja serta menyoroti kebutuhan untuk 

pendekatan yang lebih mendidik dan melindungi daripada hanya punitif.22 

Sementara itu, penelitian yang penulis teliti memiliki cakupan 

yang lebih luas dan mendalam. Skripsi ini tidak hanya berfokus pada 

bullying fisik dan verbal tetapi juga memasukkan elemen bullying 

digital atau cyberbullying, dengan mempertimbangkan perkembangan 

teknologi dan dampaknya terhadap perilaku remaja. Skripsi ini secara 

khusus menilai bagaimana bullying, baik di dunia nyata maupun digital, 

dapat mempengaruhi kecenderungan bunuh diri di kalangan remaja. 

Penelitian ini lebih analitis dalam mendekati masalah, dengan 

mengevaluasi efektivitas program pencegahan yang ada dan mengkaji 

                                                   
22 Zeni Riana Febyani, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana 

Perundungan dengan Pelaku Anak Terhadap Anak, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 

Jambi (2023) 
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kebijakan hukum pidana dalam menanggapi kasus bullying. Tujuannya 

adalah untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu pemerintah 

dan lembaga pendidikan dalam merancang intervensi yang lebih efektif 

untuk mencegah bullying dan mengurangi dampak psikologis yang berat 

seperti suicidal ideation (ide bunuh diri). 

Meskipun kedua penelitian tersebut menyoroti dampak negatif 

bullying terhadap korban dan perlunya respons hukum yang efektif, 

penelitian yang penulis teliti lebih jauh dalam mengkaji implikasi sosial 

dan psikologis dari bullying, serta mencari solusi untuk masalah yang 

lebih luas dan kompleks yang dibawa oleh bullying dalam era digital. 

Skripsi Zeni Riyana Febyani lebih tradisional dalam pendekatannya, 

berfokus pada kasus-kasus individu dan penggunaan hukum yang ada 

untuk menangani pelaku yang umumnya masih anak-anak, sedangkan 

penelitian yang penulis teliti mengusulkan pendekatan yang lebih holistik 

dan proaktif dalam menangani bullying, termasuk intervensi di media 

sosial dan sekolah. 

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Maulidya Dwi Iswari dari 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019 dengan 

judul Pengaruh Depresi, Hopelessnes, Lonelines, dan Sabar terhadap Ide 

Bunuh Diri pada Remaja. Skripsi "Pengaruh Depresi, Hopelessness, 

Loneliness, dan Sabar terhadap Ide Bunuh Diri pada Remaja" oleh 

Maulidya Dwi Iswari sangat relevan dan bermanfaat dalam penulis 

melakukan penelitian, terutama dalam membantu memahami 
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keterkaitan antara kondisi psikologis dan kecenderungan bunuh diri di 

kalangan remaja. Melalui analisis hubungan antara depresi, perasaan tanpa 

harapan, kesepian, dan kesabaran dengan ide bunuh diri, skripsi ini 

memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi pemikiran bunuh diri pada remaja. Penelitian ini sangat 

penting karena remaja sering mengalami fluktuasi emosional yang 

intens dan mungkin tidak memiliki alat yang cukup untuk mengelola 

stres psikologis secara efektif. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor 

spesifik seperti depresi, rasa putus asa, dan kesepian yang signifikan 

dalam mempengaruhi kecenderungan bunuh diri, penelitian ini 

memungkinkan praktisi kesehatan mental, pendidik, dan orang tua untuk 

lebih baik dalam mengenali tanda-tanda peringatan dan menyediakan 

dukungan yang diperlukan.23 

Skripsi ini juga menyoroti pentingnya 'sabar' sebagai mekanisme 

koping yang mungkin melindungi remaja dari pemikiran bunuh diri. Ini 

mengundang pertimbangan lebih lanjut tentang bagaimana nilai-nilai dan 

keterampilan mengelola emosi dapat diajarkan dan diperkuat dalam 

pendidikan keluarga dan sekolah sebagai bagian dari program kesehatan 

mental. 

Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk 

mengembangkan program intervensi yang ditujukan untuk mengurangi 

                                                   
23 Maulidya Dwi Iswari, Pengaruh Depresi, Hopelessness, Loneliness, dan Sabar 

terhadap Ide Bunuh Diri pada Remaja, Skripsi, Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta, Jakarta (2019) 



 

19 

 

 

dampak negatif dari depresi, rasa putus asa, dan kesepian di kalangan 

remaja. Dengan fokus pada peningkatan keterampilan mengatasi dan 

ketahanan emosional, program-program ini dapat secara signifikan 

mengurangi kecenderungan bunuh diri di kalangan populasi muda. 

Dengan menyediakan basis data yang kuat untuk kebijakan dan praktik 

yang berkaitan dengan kesehatan mental remaja, skripsi ini menjadi 

sumber daya berharga yang bisa membantu membentuk pendekatan 

yang lebih informatif dan efektif dalam menangani isu-isu kesehatan 

mental yang serius di kalangan remaja, dengan akhirnya tujuan untuk 

mengurangi tingkat bunuh diri di kalangan demografis ini. 

E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana  

Istilah “kebijakan” yang sering disebut dalam konteks hukum diambil 

dari kata “policy” dalam bahasa Inggris atau “politiek” dalam bahasa 

Belanda. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana juga 

dikenal sebagai politik hukum pidana, yang dalam literatur 

internasional muncul dengan berbagai istilah seperti penal policy, 

criminal law policy, atau strafrechtspolitiek. Kriminalisasi merupakan 

istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan penegakan hukum yang 

dilakukan bukan semata-mata untuk tujuan penegakan hukum itu 

sendiri. Menurut G. P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan 

dapat ditempuh dengan:24 

                                                   
24 G. Peter Hoefnagels, The Other Side Of Criminology, 1969, hlm. 56.  
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a. Penerapan hukum pidana (criminal law application)  

b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment), 

dan  

c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 

pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on 

crime and punishment/mass media).  

Berdasarkan pendapat G. P. Hoefnagels diatas dapat 

disimpulkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan secara garis 

besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan 

lewat jalur “non penal” (bukan/di luar hukum pidana). Dalam 

pembagian G. P. Hoefnagels diatas, upaya-upaya yang disebut dalam 

butir b dan c dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “nonpenal”. 

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya 

penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan 

pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) 

sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih 

menitikberatkan pada sifat “preventive” 

(pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. 

Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif 

pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam 

arti luas.25 

Teori kebijakan hukum pidana sangat relevan dengan 

                                                   
25 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, 1981, hlm. 118.  
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penelitian ini karena memberikan dasar normatif dan konseptual dalam 

merumuskan serta mengevaluasi upaya penanggulangan tindak pidana 

bullying yang mengarah pada suicidal ideation di kalangan remaja. 

Teori ini menekankan pentingnya pendekatan penal (represif) dan non-

penal (preventif) sebagai strategi integral dalam kebijakan kriminal, 

yang secara langsung berkaitan dengan rumusan masalah penelitian 

mengenai bagaimana kebijakan hukum pidana memberikan 

perlindungan terhadap korban perundungan serta hambatan yang 

dihadapi dalam pelaksanaannya. Dalam konteks tersebut, teori 

kebijakan hukum pidana memungkinkan peneliti untuk menganalisis 

efektivitas perangkat hukum yang berlaku, termasuk KUHP, UU 

Perlindungan Anak, dan UU ITE, dalam menangani perundungan baik 

di dunia nyata maupun digital. Selain itu, teori ini juga mendukung 

tujuan penelitian dalam mengkaji secara kritis kebijakan hukum pidana 

yang sudah ada serta merumuskan rekomendasi berbasis realitas sosial 

dan kebutuhan perlindungan psikologis remaja korban bullying, 

sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada 

penghukuman, tetapi juga pemulihan dan pencegahan. 

2. Teori Viktimologi Victim Precipitation  

 

Teori ini berpendapat bahwa korban berkontribusi pada kejahatan yang 

dialaminya dan merugikan mereka. Kontribusi tersebut bisa melalui 

fasilitasi korban (victim facilitation) atau provokasi korban. 

Viktimologi sebagai sebuah studi tentang korban bermula dari teori 
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presipitasi korban. Tipologi korban kejahatan yang dikembangkan 

oleh para ahli viktimologi di periode awal dimulai teori presipitasi 

korban. Para viktimologid seperti Benjamin Mendelson, Hans von 

Hentig, Marvin Wolfgang, Stephen Schafer dan Menachem Amir, 

telah menyelidiki faktor-faktor perilaku psikologis dan biologis mana 

yang menentukan kecenderungan seseorang untuk menjadi korban 

kejahatan dan bagaimana perilakunya terkait dengan tingkat kesalahan 

dalam kasus kejahatan tersebut. Tipologi korban kekerasan seksual 

atau pemerkosaan yang dikemukakan oleh Menachem Amir dan 

implikasinya yang terkait dengan presipitasi korban banyak menuai 

kritik. Dari sinilah kemudian teori viktimologi semakin berkembang 

luas.26 

Teori presipitasi korban ini memiliki perspektif bahwa korban 

bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga 

memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. Menurut teori 

presipitasi ini terdapat tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh 

si korban untuk terjadi, kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya 

tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban. Terdapat 13 (tiga belas) 

tipologi korban menurut Von Hentig sebagaimana dikutip dalam 

Victimology and Predicting Victims of Personal Violence, yaitu the 

young, the female, the old, the mentally defective and deranged, 

imigrants, minorities, dull normal, the depressed, the acquisitive, the 

                                                   
26 Nicole V. Lasky. “Victim Precipitation Theory”. The Encyclopedia of Women and 

Crime. New Jersey, John Wiley & Sons, 2019, hlm. 1-2.  
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wanton, the lonesome or heartbroken, the tormentor, the 

blocked/exempted/fighting.27 Tipologi yang dibuat oleh Von Hentig ini 

menunjukkan karakteristik korban dapat berkontribusi untuk 

terjadinya viktimisasi, dan bahwa korban dilahirkan sebagai korban 

(victims are born victims). Berdasarkan 13 kategori tersebut, terdapat 

kontribusi korban secara penuh, sepenuhnya tidak bersalah, atau 

berada di antaranya. Setiap kategori menggambarkan karakteristik 

yang meningkatkan kerentanan seseorang menjadi korban kejahatan.  

Sementara itu Mendelsohn mengemukakan tipologi korban 

berdasarkan derajat kesalahannya. Tipologi korban yang dikemukakan 

oleh Mendelsohn cukup kontroversial karena Mendelsohn percaya 

bahwa sebagian besar korban memiliki sikap tidak sadar yang 

menimbulkan viktimisasi. Dalam hal ini korban dibedakan menjadi 

lima macam, yaitu:28 

a. Yang sama sekali tidak bersalah.  

b. Yang jadi korban karena kelalainnya. 

c. Yang sama salahnya dengan pelaku. 

d. Yang lebih bersalah dari pelaku. 

e. Korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini 

pelaku dibebaskan).  

                                                   
27 Gaelle L.M. Broto, Grant Sinnamon, Wayne Petherick. “Victimology and Predicting 

Victims Of Personal Violence”. In Wayne Petherick, and Grant Sinnamon (eds). The Psychology 

of Criminal and Antisocial Behavior: Victim and Offender Perspectives. Elsevier Science & 

Technology, 2016, hlm. 82-83.  
28 Ibid, hlm. 84  
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Teori viktimologi victim precipitation relevan dengan 

penelitian ini karena memberikan kerangka analisis terhadap dinamika 

keterlibatan korban dalam proses viktimisasi, khususnya dalam 

konteks bullying yang berdampak pada suicidal ideation pada remaja. 

Teori ini membantu menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, 

karakteristik atau sikap korban baik secara sadar maupun tidak dapat 

memicu atau memperburuk tindakan bullying yang diterimanya. Hal 

ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk menilai sejauh mana 

kebijakan hukum pidana mampu memberikan perlindungan yang 

efektif bagi korban perundungan di lingkungan pendidikan dan media 

sosial, serta mengidentifikasi hambatan struktural dalam 

pelaksanaannya. Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat 

menggambarkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tidak 

hanya harus mempertimbangkan tindakan pelaku, tetapi juga kondisi 

rentan yang menyertai posisi korban dalam proses terjadinya 

kejahatan, sehingga kebijakan hukum yang dirumuskan lebih 

berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan. 

F. Metode Penelitian  

a. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Field Research (penelitian 

lapangan), yakni penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, serta 

memberi data sejelas dan sedetail mungkin mengenai permasalahan 
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khususnya tindak pidana bullying yang berakibat fatal atau kematian.29 

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan 

aturan hukum, doktrin hukum maupun prinsip-prinsip hukum guna 

menjawab isu tentang hukum yang dihadapi. Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode 

empiris, yakni menggunakan pendekatan dengan cara melihat dan 

mengamati dari segi kenyataan berlakunya hukum dilapangan.30 

Penelitian dengan metode empiris yakni usaha untuk melihat 

pengaruh terhadap berlakunya hukum positif terhadap kehidupan 

dimasyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung 

mengadakan studi observasi pada tempat atau lokasi yang diteliti guna 

untuk memberikan gambaran yang jelas sekaligus lengkap tentang 

masalah yang diteliti. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya yang bersifat 

deskriptif, yakni penelitian yang memberikan gambaran secara jelas 

serta terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis.31 

b. Sumber Data 

 

a) Data Primer 

 

Data primer merupakan data mengikat yang diperlukan dalam 

penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh 

                                                   
29 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011), hlm. 166 
30 Nasution (1998) dalam Sugiyono (2013) pada “Buku Penelitian Kualitatif”, hlm. 306 

 
31 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), ( Bandung: CV Alfabeta, 

2018), hlm. 456 
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melalui wawancara langsung dengan sejumlah narasumber yang 

memiliki kewenangan dan keterlibatan langsung dalam isu 

perlindungan hukum terhadap korban bullying yang berujung pada 

suicidal ideation di kalangan remaja. Wawancara dilakukan 

terhadap para Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan 

Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di tiga universitas di Yogyakarta, 

yaitu UIN Sunan Kalijaga, Universitas Pembangunan Nasional 

“Veteran” Yogyakarta (UPN), dan Universitas Negeri Yogyakarta 

(UNY). Tujuan dari wawancara dengan ketiga Satgas PPKS tersebut 

adalah untuk menggali kebijakan dan mekanisme pencegahan serta 

penanganan bullying yang diterapkan di lingkungan kampus, 

termasuk upaya pemulihan bagi korban dan penindakan terhadap 

pelaku. 

Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan aparat penegak 

hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan Daerah Istimewa Yogyakarta 

dan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, guna mengetahui 

bagaimana proses penyidikan, pembuktian unsur pidana, serta 

kendala hukum dalam menangani kasus perundungan yang 

melibatkan korban anak atau remaja. Di samping itu, peneliti 

mewawancarai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY dan Dinas Sosial 

Sleman untuk memperoleh data tentang frekuensi kasus, bentuk 

perlindungan yang telah dilakukan, serta peran DP3AP2 DIY dan 
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Dinas Sosial Sleman dalam memberikan pendampingan hukum 

maupun psikologis kepada korban bullying.  

b) Data Sekunder  

 

1. Bahan Hukum Primer  

 

Sumber data sekunder merupakan sumber yang diperoleh dari 

buku-buku, yang mengacu pada literatur perundang-undangan, 

serta data statistik dan bukti laporan-laporan kasus kekerasan 

bullying, laporan medis visum et repertum kasus bullying yang 

berakibat fatal baik dibeberapa Satuan Tugas Pencegahan dan 

Penanganan Kekerasan Seksual di 3 Universitas di Yogyakarta 

(UIN Sunan Kalijaga, Universitas Pembangunan Nasional 

“Veteran” Yogyakarta, dan Universitas Negeri Yogyakarta), 

institusi hukum (Kepolisian Daerah DIY, Pengadilan Negeri 

Yogyakarta), ataupun Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. 

Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang 

diperoleh dari aturan perundang-undangan meliputi Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 315 

mengenai pencemaran nama baik, Pasal 351 mengenai 

penganiayaan, Pasal 170 mengenai penganiayaan secara 

bersama-sama, dan UU yang berkaitan dengan bullying yang 

dilakukan oleh anak dibawah umur UU Nomor 35 Tahun 2014 

tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 Perlindungan 
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Anak termasuk Pasal 76 C, dan 80, serta undang- undang yang 

berkaitan dengan bullying di media sosial UU Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 

3 dan Pasal 27 ayat 4, dan Pasal 384 mengenai bunuh diri. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

 

Bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku, jurnal 

penelitian tentang hukum atau tentang tindak pidana bullying 

yang berakibat fatal atau kematian. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum 

primer dan sekunder; Seperti, ensiklopedia dan kamus-kamus 

hukum. 

c. Sifat Penelitian  

 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik. 

Adapun pengertian dari deskriptif-analitik menurut Sugiyono, yaitu suatu 

metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan 

gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah 

dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum.32 

d. Pendekatan Penelitian  

 
                                                   

32 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2019), hlm 33 
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Pendekatan Penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat Yuridis-

Empiris. Penelitian Yuridis-Empiris yaitu cara prosedur yang 

dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti 

data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan 

mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.33 

e. Metode Pengumpulan data  

 

1. Wawancara  

Metode wawancara yakni suatu cara untuk memperoleh informasi 

secara langsung mengenai segala aktifitas yang berhubungan dengan 

tindak pidana bullying yang berakibat fatal dari korban bullying, 

pendidik, psikolog, dan penegak hukum di Daerah Yogyakarta. 

2. Studi Pustaka 

Metode studi pustaka yakni dengan mempelajari buku-buku, jurnal-

jurnal literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

menggunakan arsip-arsip yang ada dan sesuai dengan materi yang 

peneliti bahas. 

f. Metode Analisis Data  

 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisa dengan 

menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara rinci 

dan jelas dengan menggunakan kalimat-kalimat untuk menjawab perihal 

hambatan- hambatan pelaksanaan penyelesaian hukum tindak pidana 

                                                   
33 Prasetya Nur, “Pengertian dan sifat penelitian secara Yuridis-Empiris,” Jurnal Hukum 

Vol. 2 No. 2, 2016, hlm. 121  
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bullying yang berakibat fatal atau kematian.34 

g. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup beberapa Satuan Tugas 

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di 3 Universitas di 

Yogyakarta (UIN Sunan Kalijaga, Universitas Pembangunan Nasional 

“Veteran” Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta), institusi hukum 

(Kepolisian Daerah DIY, Pengadilan Negeri Yogyakarta)  di Yogyakarta, 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Daerah Yogyakarta, dan 

Badan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) 

Yogyakarta, sebagaimana judul, latar belakang masalah yang dibahas dan 

penelitian dilaksanakan pada tahun 2024-2025. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memastikan struktur dan alur penelitian yang jelas serta 

memudahkan dalam penyusunan skripsi, penulis telah mengatur sistematika 

penulisan yang terbagi dalam lima (5) bab utama, dimana setiap bab diisi 

dengan sub-bab yang saling terkait dan mendukung pemahaman topik 

penelitian secara menyeluruh, Berikut adalah rincian sistematika penulisan 

skripsi ini: 

Bab pertama, bab ini menyajikan latar belakang dari masalah yang 

dipelajari, menjelaskan pentingnya topik penelitian, serta merumuskan 

masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini. Selanjutnya, ditetapkan 

tujuan penelitian yang ingin dicapai dan manfaat yang diharapkan dari 

                                                   
34 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Pres 1982), hlm. 32   
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hasil penelitian ini baik bagi keilmuan maupun praktik terkait. Telaah 

pustaka yang mendalam juga disajikan untuk memberikan gambaran 

tentang penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, diikuti oleh 

kerangka teoritik yang akan menjadi dasar analisis data. Metode 

penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data 

dijelaskan secara terperinci di akhir bab ini, termasuk sistematika 

pembahasan yang akan mengarahkan alur penulisan skripsi. 

Bab Kedua, bab ini menguraikan teori-teori yang dijadikan 

landasan teoritis penelitian ini. Penjelasan mengenai bullying dan 

dampaknya terhadap suicidal ideation dikalangan remaja dibahas dengan 

mendalam, termasuk pula kebijakan-kebijakan pidana yang ada di 

Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan anak dari bullying. 

Tinjauan ini memberikan konteks yang diperlukan untuk memahami 

bagaimana teori-teori tersebut diterapkan dalam analisis data. 

Bab Ketiga, bab ini menyajikan pendekatan dan metode yang 

digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi kebijakan pidana 

terhadap bullying dan pengaruhnya terhadap suicidal ideation pada 

remaja. Studi ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dan empiris, 

menggunakan data sekunder dari literatur yang ada dan data primer yang 

dikumpulkan melalui survei dan wawancara dengan narasumber yang 

relevan, termasuk korban bullying, pendidik, psikolog, dan penegak 

hukum. Penelitian dilakukan di beberapa sekolah dan institusi hukum di 

Yogyakarta, dengan fokus bagaimana kasus bullying diatasi dan efek dari 
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tindakan tersebut terhadap korban. Metode pengumpulan data meliputi 

wawancara terbuka dan observasi langsung, sementara analisis data 

dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang 

mendalam tentang efektivitas intervensi hukum saat ini. 

Bab Keempat, bab ini merupakan inti dari skripsi, menguraikan 

hasil penelitian dan analisis mendalam mengenai kebijakan pidana dalam 

merespon bullying dan pengaruhnya terhadap suicidal ideation di 

kalangan remaja. Bagian ini membahas apakah kebijakan yang ada saat 

ini efektif dalam mengurangi kejadian bullying dan mencegah ide bunuh 

diri dikalangan remaja, serta mengeksplorasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. 

Bab Kelima, merupakan penutup dan kesimpulan dari analisis 

serta diskusi yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya, serta 

saran-saran berdasarkan temuan penelitian untuk meningkatkan 

kebijakan dan praktik yang ada. Bab ini merupakan penutup dari skripsi 

yang dilengkapi daftar pustaka dan lampiran.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

1. Kebijakan hukum pidana yang diterapkan terhadap korban 

perundungan di lingkungan sekolah dan media sosial di Yogyakarta 

saat ini belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang 

efektif dan menyeluruh. Meskipun terdapat berbagai peraturan yang 

dapat digunakan untuk menjerat pelaku bullying, seperti KUHP, UU 

Perlindungan Anak, dan UU ITE, namun regulasi tersebut belum 

bersifat khusus dan terintegrasi. Implementasi di lapangan masih 

terhambat oleh kurangnya kesadaran hukum, lemahnya penegakan 

hukum, serta minimnya koordinasi antar lembaga. Penanganan kasus 

bullying yang berujung pada suicidal ideation juga masih kurang 

memperhatikan aspek pemulihan psikologis korban, yang semestinya 

menjadi bagian integral dari kebijakan hukum pidana. 

2. Hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidana 

terhadap korban bullying yang mengalami suicidal ideation terletak 

pada aspek pembuktian, perlindungan, serta pemulihan korban. Dalam 

banyak kasus, aparat penegak hukum menghadapi kendala dalam 

pembuktian karena korban enggan melapor, kurangnya saksi, dan 

minimnya alat bukti elektronik dalam kasus cyberbullying. Selain itu, 
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korban kerap tidak mendapatkan pemulihan yang memadai karena 

terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan mental, kekurangan 

tenaga psikolog/psikiater, serta stigma sosial terhadap korban. Hal ini 

menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana yang bersifat represif 

belum diimbangi dengan pendekatan non-penal yang preventif dan 

rehabilitatif, sebagaimana dianjurkan dalam teori kebijakan hukum 

pidana modern. 

B. SARAN  

1. Diperlukan penyusunan regulasi khusus mengenai bullying yang 

mengakibatkan dampak psikologis berat seperti suicidal ideation pada 

remaja, baik di lingkungan pendidikan maupun media sosial. 

Pemerintah bersama lembaga legislatif perlu merumuskan undang-

undang yang secara komprehensif mengatur definisi, jenis, bentuk, serta 

sanksi terhadap pelaku bullying, termasuk mekanisme pelaporan dan 

perlindungan korban. Pengaturan tersebut juga harus memuat ketentuan 

eksplisit tentang penggunaan Victim Impact Statement (VIS) sebagai 

instrumen hukum yang memberikan ruang kepada korban atau 

keluarganya untuk menyampaikan dampak psikologis, sosial, dan 

emosional yang ditimbulkan akibat tindak bullying, guna memperkuat 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi. 

2. Optimalisasi peran aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak 

dan perempuan, serta institusi pendidikan perlu ditingkatkan melalui 

pelatihan khusus, pembentukan tim pendamping psikologis, dan 
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penguatan koordinasi antarinstansi. Penanganan kasus bullying harus 

mencakup pendekatan pemulihan korban secara menyeluruh, termasuk 

akses terhadap layanan konseling, terapi psikologis, serta reintegrasi 

sosial. Dalam proses hukum, penggunaan Victim Impact Statement 

(VIS) perlu dimaksimalkan agar suara atau pernyataan dan penderitaan 

korban dapat menjadi pertimbangan utama dalam proses penegakan 

hukum, serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara moral 

dan hukum atas perbuatannya. 
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